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“Aku Telah Melimpahkan Kepadamu Kasih Sayang yang datang Kepadaku, Dan 

supaya Kamu diasuh di bawah Pengawasanku” 

(Qs. Thaha: 39) 

 

“Tetapi orang yang Bersabar dan Memaafkan, Sesungguhnya (Perbuatan) yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan” 

(Qs. As-Syuura: 43) 
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ABSTRAKSI 

Nama  : Wita Devi Anjari  

NIM  : 201710110311456 

Judul :Analisis Yuridis Presidential Threshold Pada Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Prinsip 

Kedaulatan Rakyat 

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum 

    2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi 

yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara 

demokrasi telah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip kedaulatan rakyat 

prinsip tersebut melahirkan pemilu yang demokratis Namun dalam pemilihan 

Presiden dan wakil Presiden terdapat Presidential threshold atau ambang batas 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah diatur dalam Pasal 222 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur 

bahwa syarat 20% perolehan kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional telah 

memicu banyak pro dan kontra. Penulis merumuskan dua rumusan masalah 

Pertama bagaimana Presidential threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden dalam hukum Postif di Indonesia. Kedua Implikasi Hukum Presidential 

Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Prespektif Prinsip 

Kedaulatan Rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

untuk menguraikan Presidential threshold, dalam hasil pembahasan penulis 

berkesimpulan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dimana dalam 

konstitusional yaitu tidak diatur dan tidak dijelaskan mengenai ambang batas 

tetapi peraturan mengenai ambang batas di atur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum sehingga prinsip kedaulatan rakyat tidak berjalan baik 

hak rakyat menjadi hilang, hak partai politik menjadi hilang hal tersebut tentu 

membuat lemah kedaulatan rakyat. Penulis menyarankan agar ambang batas 

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-

undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihilangkan sebagai salah 

satu bentuk penguatan demokrasi.  

 

Kata kunci: Presidential threshold, pemilihan umum, kedaulatan rakyat 
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ABSTRACT 

Nama : Wita Devi Anjari  

NIM : 201710110311456 

Judul : Juridical Analysis of the Presidential Threshold in the Election of 

President and Vice President from the Perspective of the Principle of Popular 

Sovereignty 

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum 

    2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

General elections are a consequence of a democratic country as regulated 

in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 

The principle of a democratic country has been built and developed according to 

the principle of popular sovereignty. This principle gives birth to democratic 

elections. However, in the election of President and Vice President there is a 

Presidential threshold or The threshold for candidacy for President and Vice 

President which has been regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 

concerning General Elections has stipulated that the requirement of 20% of DPR 

seats and 25% of valid votes nationally has triggered many pros and cons. The 

author formulates two problem formulations. First, what is the presidential 

threshold in the election of President and Vice President in positive law in 

Indonesia. Second, Implications of Presidential Threshold Law in the Election of 

President and Vice President from the Perspective of the Principle of Popular 

Sovereignty. The author uses normative juridical research methods to describe the 

Presidential threshold, Indonesia is a democratic country and has declared itself as 

a people's sovereign country as written in Article 1 paragraph (2) of the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this, the author uses the 

principle of popular sovereignty as an analysis tool for the application of the 

Presidential threshold in Indonesia. In the results of the discussion, the author 

concludes that existence of the threshold for nominations for President and Vice 

President is contrary to positive law in Indonesia, which is constitutional, namely 

that it is not regulated and does not explain the threshold. The author concludes 

that the existence of a threshold for nominations for President and Vice President 

is not in line with the principle of popular sovereignty and the people's right to 

have many alternative candidates for President and Vice President is lost. The 

author suggests that the threshold for nominations for President and Deputy 

President as regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning 

General Elections be abolished as a form of strengthening democracy.  

Key words: Presidential threshold, general election, popular sovereignty. 
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